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ABSTRAK 
 
DYAH TRIE ANISSA (B111 10 387), Tinjauan Kriminologis Terhadap 
Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Oleh Ibu Rumah Tangga 
(Studi Kasus Tahun 2010-2012 Di Makassar), di bawah bimbingan H. 
M. Said Karim sebagai Pembimbing I dan Syamsuddin Muchtar 
sebagai Pembimbing II. 
 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor penyebab 
Ibu Rumah Tangga melakukan  tindak pidana pencurian, serta upaya 
yang dilakukan oleh pihak kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana 
pencurian yang dilakukan oleh Ibu Rumah Tangga di Makassar. 
Penelitian ini dilakukan di Polrestabes Makassar dan Lembaga 
Pemasyarakatan Wanita Kelas IIA Sungguminasa. Penelitian ini dilakukan 
dengan cara pengambilan data dan wawancara dengan pihak yang 
bersangkutan. Waktu penelitian dilaksanakan selama satu bulan, tepatnya 
pada bulan Januari sampai bulan Februari 2014. 
 Hasil penelitian menjelaskan bahwa, faktor-faktor penyebab 
terjadinya tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Ibu Rumah 
Tangga di Makassar, yaitu : 1). Faktor Ekonomi yang lemah, 2).Faktor 
Lingkungan, 3). Faktor Pendidikan yang rendah. Adapun upaya oleh pihak 
kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana pencurian yang dilakukan 
oleh Ibu Rumah Tangga di Makassar, yaitu berupa upaya Preventif: 1). 
Melakukan kegiatan patroli rutin, 2). Melakukan sosialisasi dan 
penyuluhan hukum. Upaya Represif: 1). Penindakan, 2). Pembinaan-
pembinaan, berupa pembinaan keagamaan, pembinaan kepribadian, dan 
pembinaan kemandirian. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang Masalah 
Negara Indonesia merupakan negara yang berdasarkan atas 
hukum. Maka setiap tindakan yang bertentangan atas Pancasila dan 
Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 sebagai dasar hukum yang paling 
hakiki disamping produk-produk hukum lainnya. Hukum tersebut harus 
selalu ditegakkan guna mencapai cita-cita dan tujuan negara Indonesia 
dimana tertuang dalam pembukaan alinea ke-empat yaitu membentuk 
suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap Bangsa 
Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan 
kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut 
melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, 
perdamaian abadi, dan keadilan sosial. 
Dalam pelaksanaannya penegakan hukum tidak selalu sesuai 
dengan apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan. Dengan 
perkembangan jaman yang semakin pesat membuat banyak pergeseran 
dalam sistem sosial di masyarakat. Salah satunya perubahan ekonomi 
yang semakin memburuk akibat dampak dari krisis global yang melanda 
hampir di seluruh bagian dunia, tidakterkecuali di Negara Indonesia. 
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Dengan tingginya tekanan ekonomi yang menuntut setiap orang untuk 
memenuhi setiap kebutuhannya.  
Secara universal, manusia mempunyai kebutuhan yang selalu ingin 
terpenuhi, termasuk kebutuhan sandang dan pangan, baik sebagai alat 
untuk memperoleh mempertahankan kehidupan, maupuan hanya sebatas 
pemenuhan hasrat ingin memiliki atau bahkan sebagai peningkatan status 
sosial (taraf hidup). Dengan bekerja diharapkan pemenuhan kebutuhan ini 
menjadi sebuah hal legal, bahkan bernilai ibadah dalam agama. Namun 
harapan itu tidak selamanya terpenuhi karena beragamnya sifat dan cara 
pemenuhan kebutuhan sandang dan pangan manusia yang terkadang 
menghalalkan segala cara, termasuk melakukan tindak pidana pencurian. 
Seseorang melakukan tindak pidana pencurian tentu memiliki alasan yang 
berbeda-beda, termasuk alasan ekonomi/faktor ekonomi, dengan faktor 
ekonomi dapat mendesak orang untuk melakukan tindakan apapun 
termasuk tindak pidana pencurian. 
Kota Makassar, Ibu Kota Provinsi Sulawesi Selatan, masuk dalam 
“kota tak aman keempat di Indonesia”, setelah Medan, Sumatera Utara (-
3,2%), Samarinda, Kalimantan Timur (31,6%), dan Palembang, Sumatera 
Selatan (33,3%). Merujuk polling Independen melalui telepon dilakukan 
Indonesia Research Center (IRC), 2-6 Maret 2013 lalu, sebanyak 44,0% 
warga Makassar merasa tak aman di kota dengan luas 128,18 km2 ini. 
Polling menjangkau 855 responden yang berusia 17 tahun ke atas, yang 
terpilih secara acak sistematis melalui buku telepon residensi terbaru, 
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terbitan Telkom. (Abdul Azis, 22 maret 2013, Makassar kota tak aman 
keempat di Indonesia, 
http://makassar.tribunnews.com/2013/03/22/makassar-kota-tak-aman-ke-
4-di-indonesia diakses pada tanggal 20 Oktober 2013 pukul 16.31). 
Kejahatan merupakan entitas yang selalu lekat dengan dinamika 
perkembangan peradaban umat manusia. Kejahatan yang disebut 
perilaku menyimpang selalu ada dan melekat pada tiap bentuk 
masyarakat, tidak ada masyarakat yang sepi dari kejahatan, oleh karena 
itu upaya penanggulangan kejahatan sesungguhnya merupakan upaya 
yang terus-menerus berkesinambungan. Tidak ada yang bersifat final, hal 
ini dimaksudkan bahwa setiap upaya penanggulangan kejahatan tdk 
dapat menjanjikan dengan pasti bahwa kejahatan itu tidak akan terulang 
atau tidak akan memunculkan kejahatan baru. Namun demikian, upaya itu 
tetap harus dilakukan untuk lebih menjamin perlindungan dan 
kesejahteraan manusia. 
Jumlah kasus tindak pidana yang terjadi dan ditangani di wilayah 
hukum Polda Sulawesi Selatan dan Barat (Sulselbar) dan jajarannya 
selama 2009 naik sebanyak 1.889 kasus atau 12% dari 15.110 kasus 
pada 2008 menjadi 6.999 kasus. Kapolda Sulselbar mengatakan memang 
ada tren peningkatan tindak pidana kasus dari tahun ke tahun. Ditahun 
2008-2009, tindak pidana yang banyak terjadi  merupakan tindak pidana 
pencurian sebanyak 5.125 kasus. Diurutan kedua tindak pidana 
penganiayaan sebanyak 4.062 kasus dan diurutan ketiga dengan tindak 
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pidana perjudian sebanyak 589 kasus, sedangkan sisanya berupa kasus 
penipuan dan penggelapan. Ia menilai, peningkatan kasus dari tahun ke 
tahunnya juga disebabkan dengan cepatnya laju pertumbuhan penduduk 
yang tidak diimbangi dengan laju pertumbuhan ekonomi. 
Hampir 30% kasus tindak pidana terjadi di kota metropolitan 
Makassar dengan perbandingan 22 kabupaten/kota Sulsel dan enam 
kabupaten /kota Sulbar. Mayoritas tindak pidana terjadi di Makassar dan 
rata-rata tindak pidana yang dilakukan adalah kejahatan konvensional 
seperti judi, penganiayaan dan pencurian. (Tindak pidana di Sulsel naik 12 
persen, http://www.antaranews.com/print/168146/, diakses pada tanggal 
20 Oktober 2013 pukul 17.05) 
Di Makassar, pencurian telah memasuki semua sendi di 
masyarakat. Mulai dari masyarakat umum, pelajar, aparat, mahasiswa, 
sampai ibu rumah tangga. Berikut adalah beberapa berita dari artikel-
artikel terkait kasus pencurian yang dilakukan oleh ibu rumah tangga : 
Seorang ibu rumah tangga nekat mencuri pakaian bayi dan selimut 
di toko perlengkapan bayi di Jalan Karunrung, Kota Makassar, demi sang 
buah hati. Saat diinterogasi, ibu rumah tangga itu mengaku tidak punya 
uang dan tidak dinafkahi oleh suami yang merupakan seorang 
pengangguran. Pelaku tertangkap pada Rabu (8/2/2012), ia dijerat pasal 
362 tentang pencurian dengan ancaman hukuman maksimal lima tahun 
penjara. (Astriadi Azis, 8 Februari 2012, Demi Sang Bayi Ibu 
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NekatMencuri, http://m.okezone.com/read/2012/02/08/340/572254, 
diakses pada tanggal 21 Oktober 2013 pukul 19.10). 
Masih di Makassar, seorang ibu rumah tangga yang diduga otak dari 
kasus pencurian di sejumlah rumah, dibekuk tim buser Polrestabes 
Makassar, kamis (28/10/2010). Aksi pencurian oleh ibu rumah tangga ini 
telah dilakukan di enam belas rumah di wilayah Makassar. Tersangka 
diduga kuat  beraksi lebih dari satu orang dengan modus mengincar 
rumah mewah yang sedang ditinggalkan pemiliknya, dan berpura-pura 
sebagai tamu untuk mengelabui pembantu rumah tangga dengan cara 
hipnotis. (Zainuddin, 28 Oktober 2010, Ibu Otak Pencurian Rumah Mewah 
Dibekuk, http://m.liputan6.com/news/read/303767/ibu-otak-pencurian-
rumah-mewah-dibekuk , diakses pada tanggal 2 November 2013 pukul 
19.29). 
Pencurian merupakan kejahatan yang tidak habis-habisnya terjadi di 
sekitar kita. Seorang ibu rumah tangga pun dapat menjadi pelaku 
pencurian, yang dimana kita ketahui peranan ibu rumah tangga yaitu 
sebagai istri dan ibu dari anak-anaknya, dan juga mempunyai peranan 
untuk mengurus rumah tangga, sebagai pengasuh dan pendidik anak-
anaknya, pelindung dan sebagai salah satu kelompok dari peranan 
sosialnya serta sebagai anggota masyarakat dari lingkungannya. Menjadi 
seorang ibu rumah tangga merupakan “profesi” yang tidak bisa dianggap 
remeh. Menjadi ibu rumah tangga bukanlah hal yang mudah, karena 
seorang ibu akan melahirkah anak dan akan mendidik, merawat, 
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membimbing, mendampingi anak-anaknya secara intelektual dan 
emosional yang kelak akan menjadi generasi penerus. 
Kelahiran kriminologi sebagai ilmu pengetahuan, karena pidana baik 
materiil maupun formil serta sistem penghukuman sudah tidak efektif lagi 
untuk mencegah dan memberantas kejahatan, bahkan kejahatan semakin 
meningkat  dalam berbagai aspek kehidupan dengan tidak efektifnya 
hukum pidana, maka para ahli mulai mengadakan penelitian bukan pada 
aturan-aturan hukum yang mengenai kejahatan atau bertalian dengan 
pidana, tapi objeknya adalah orang yang melakukan kejahatan itu sendiri. 
Di Indonesia, hukum pidana diatur secara umum dalam Kitab 
Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), yang merupakan peninggalan 
dari zaman penjajahan Belanda, sebelumnya bernama Wetboek van 
Straafrecht (WvS). KUHP merupakan lex generalis bagi pengaturan 
hukum pidana di Indonesia dimana asas-asas umum termuat dan menjadi 
dasar bagi semua ketentuan pidana yang diatur di luar KUHP. Salah satu 
tindak pidana yang diatur dalam KUHP yaitu tindak pidana Pencurian. 
Apakah sebab-sebab sehingga seorang ibu rumah tangga berbuat 
jahat itu. Apakah memang karena bakat dan karakternya adalah jahat, 
ataukah didorong oleh keadaan sosiologi maupun ekonomis, ataukah ada 
sebab-sebab lain lagi.  Jika sebab-sebab itu sudah diketahui, maka 
disamping pemidanaan, dapat dilakukan tindakan-tindakan baik 
pencegahan maupun pemberantasan yang tepat, agar orang tersebut 
tidak lagi berbuat jahat atau agar orang-orang lain tidak akan 
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melakukannya. Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk 
meneliti permasalahan dengan mengambil judul penelitian: “Tinjauan 
Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan 
Oleh Ibu Rumah Tangga (Studi Kasus Tahun 2010-2012 Di 
Makassar)”. 
 
B. Rumusan Masalah 
Dengan uraian latar belakang di atas dan untuk menghindari kajian 
yang terlalu luas dan menyimpang dari objek penulisan ini, maka penulis 
memilih rumusan masalah sebagai berikut : 
1. Apakah faktor-faktor yang menyebabkan Ibu Rumah Tangga 
melakukan tindak pidana pencurian di Makassar? 
2. Bagaimanakah upaya yang dilakukan oleh pihak kepolisian dalam 
menanggulangi tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Ibu 
Rumah Tangga di Makassar? 
 
C. Tujuan Penelitian 
Berdasarkan pembahasan masalah tersebut, maka tujuan yang akan 
dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 
1. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan Ibu Rumah 
Tangga melakukan tindak pidana pencurian di Makassar. 
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2. Untuk mengetahui bagaimana upaya yang dilakukan oleh pihak 
kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana pencurian yang 
dilakukan oleh Ibu Rumah Tangga di Makassar. 
 
D. Manfaat Penelitian 
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk semua 
pihak yang bersangkutan, baik manfaat secara teoritis maupun secara 
praktis. 
1. Manfaat Teoritis 
Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan acuan untuk 
penelitian sejenis secara mendalam. 
2. Manfaat Praktis  
a. Bagi pemerintahan, penelitian ini dapat dijadikan sebagai 
masukan dalam  mengambil kebijakan publik terutama berkaitan 
dengan masalah kejahatan pada umumnya, khususnya dalam 
menanggulangi tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh ibu 
rumah tangga di Makassar. 
b. Bagi pribadi Penulis, penelitian ini merupakan langkah awal 
dalam penyusunan skripsi sebagai salah satu persyaratan dalam 
menyelesaikan program strata satu (S1) di Fakultas Hukum 
Universitas Hasanuddin Makassar. 
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
 
A. Pengertian Kriminologi 
 Kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari 
kejahatan dari berbagai aspek. Secara etimologis, kriminologi berasal dari 
kata crimen yang berarti kejahatan, dan logos yang berarti pengetahuan 
atau ilmu pengetahuan, sehingga kriminologi adalah ilmu/pengetahuan 
tentang kejahatan. Istilah kriminologi untuk pertama kali dikemukakan oleh 
P. Topinard (1879), seorang ahli antropologis Perancis ( A. S. Alam 
2010:1). 
 Mengenai pengertian kriminologi itu sendiri, terdapat berbagai versi 
yang dirumuskan oleh para sarjana, tentu saja menurut sudut pandang 
masing-masing. Di bawah ini penulis mengutip pendapat beberapa ahli 
mengenai kriminologi : 
 W.E.Noach (Indah Sri Utari, 2011:2) membagi pengertian 
kriminologi atas dua kategori, yakni kriminologi dalam arti luas dan 
kriminologi dalam arti sempit. Kriminologi dalam arti luas mencakup 
kriminologi dalam arti sempit dan kriminalistik. Dalam arti sempit, 
kriminologi merupakan ilmu yang mempelajari bentuk-bentuk penjelmaan, 
sebab-sebab dan akibat-akibat dari kriminalitas (kejahatan dan perbuatan-
perbuatan buruk). Sedangkan kriminalistik merupakan ilmu yang 
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mempelajari kejahatan sebagai masalah teknik, sebagai alat untuk 
mengadakan pengejaran atau penyidikan perkara kejahatan secara teknis 
dengan menggunakan ilmu-ilmu alam kimia dan lain-lain seperti ilmu 
kedokteran kehakiman (ilmu kedokteran forensik), ilmu alam kehakiman 
antara lain ilmu sidik jari (daktiloskopi) dan ilmu kimia kehakiman antara 
lain ilmu tentang keracunan (ilmu toksikologi). 
 Masih menurut W.E.Noach, kriminologi dalam arti sempit tidak 
mencakup kriminalistik, sehingga hanya menunjuk pada ilmu yang 
mempelajari bentuk-bentuk, sebab-sebab, dan akibat-akibat dari 
kejahatan. 
 M.P.Vrij (Indah Sri Utari, 2011:3) mendefinisikan kriminologi 
sebagai ilmu yang mempelajari kejahatan, mula-mula mempelajari 
kejahatan itu sendiri, kemudian sebab-sebab serta akibat dari kejahatan 
tersebut. 
 W.A.Bonger (Indah Sri Utari, 2011:3) mendefinisikan kriminologi 
sebagai ilmu yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya 
(kriminologi teoritis atau kriminologi murni). Kriminologi teoritis adalah ilmu 
pengetahuan yang berdasarkan pengalaman, yang seperti ilmu-ilmu 
pengetahuan lainnya yang sejenis, memperhatikan gejala-gejala dan 
mencoba menyelidiki sebab-sebab dari gejala tersebut dengan cara-cara 
yang ada padanya. Menyelidiki sebab-sebab dari gejala-gejala kejahatan-
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kejahatan itu dinamakan etiologi. Di luar kriminologi murni atau kriminologi 
teoritis tersebut terdapat kriminologi praktis atau terapan. 
 Menurut Sutherland (Indah Sri Utari, 2011:4) kriminologi merupakan 
keseluruhan pengetahuan yang membahas kejahatan sebagai suatu 
gejala sosial. Dalam ruang lingkup pembahasan ini termasuk proses-
proses pembuatan undang-undang, pelanggaran undang-undang dan 
reaksi terhadap pelanggaran undang-undang. Proses-proses dimaksud 
meliputi tiga aspek yang merupakan suatu kesatuan hubungan sebab-
akibat yang saling mempengaruhi. 
 Mr. Paul Moedigdo Moeliono (Indah Sri Utari, 2011:4) merumuskan 
kriminologi sebagai ilmu pengetahuan yang ditunjang oleh berbagai-bagai 
ilmu, yang membahas kejahatan sebagai masalah manusia. 
 Soedjono (Indah Sri Utari, 2011:4) mengartikan kriminologi sebagai 
ilmu pengetahuan yang mempelajari sebab, akibat, perbaikan dan 
pencegahan kejahatan sebagai gejala manusia dengan menghimpun 
sumbangan-sumbangan berbagai ilmu pengetahuan. Tegasnya, 
kriminologi merupakan sarana untuk mengetahui sebab-sebab kejahatan 
dan akibatnya, mempelajari cara-cara mencegah kemungkinan timbulnya 
kejahatan. 
 A.E.Wood (Indah Sri Utari, 2011:4) mengatakan bahwa istilah 
kriminologi meliputi keseluruhan pengetahuan yang diperoleh dari teori 
atau pengalaman yang berhubungan dengan kejahatan dan penjahat, di 
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dalamnya termasuk reaksi-reaksi dari kehidupan bersama atas kejahatan 
dan penjahat. 
 J.Constant (Indah Sri Utari, 2011:5) melihat kriminologi sebagai 
suatu pengetahuan pengalaman yang bertujuan menentukan faktor yang 
menyebabkan terjadinya kejahatan dan penjahat. Dalam hal ini, 
diperhatikan baik faktor-faktor sosiologis dan ekonomis, maupun faktor-
faktor psikologis individu. 
 
B. Tindak Pidana 
1. Pengertian Tindak Pidana 
 Strafbaar feit, adalah istilah Belanda yang dalam bahasa Indonesia 
diterjemahkan dengan berbagai istilah karena pemerintah tidak 
menetapkan terjemahan resmi atas istilah Belanda tersebut. Oleh karena 
itu, timbullah pandangan yang bervariasi dalam bahasa Indonesia sebagai 
padanan dari istilah “strafbaar feit”, seperti : “perbuatan pidana”, “peristiwa 
pidana”, “tindak pidana”, “perbuatan yang dapat dihukum”, dan lain 
sebagainya. 
Selain istilah strafbaar feit, dipakai juga istilah lain, yang berasal dari 
bahasa Latin, yakni delictum. Dalam bahasa Jerman disebut delict, dan 
dalam bahasa Indonesia dipakai istilah delik. 
Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, “delik merupakan 
perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan 
pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana”. 
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Dalamsuatuperaturanperundang-
undanganpidanaselalumengaturtentangtindakpidana.Adapun pengertian 
tindak pidana menurutMoeljatno (I Made Widnyana, 2010:34) : 
“Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan 
hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana 
tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut”.  
 
Menurut Simons (I Made Widnyana, 2010:34), strafbaar feit adalah 
kelakuan (handeling) yang diancam dengan pidana, yang bersifat 
melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang 
dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab. 
Van Hamel (I Made Widnyana, 2010:35), merumuskan strafbaar feit 
sebagai kelakuan orang (menselijke gedraging) yang dirumuskan dalam 
wet, yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana (strafwaardig) dan 
dilakukan dengan kesalahan. 
Pompe (Amir Ilyas, 2012:20), strafbaar feit diartikan sebagai suatu 
pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan 
sengaja atau pun dengan tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang 
pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah 
perlu demi terpeliharanya tertib hukum. 
Moeljatno (Tolib Setiady 2010:9) menjelaskan strafbaar feit atau 
perbuatan pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan 
hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana 
tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut. 
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Untuk menghindari perbedaan persepsi atas padanan dari istilah 
“strafbaar feit” yang sangat bervariasi dari penggunaan istilah yang 
berbeda tersebut, kiranya dimasa yang akan datang perlu menggunakan 
istilah yang baku, paling tidak dalam bebagai produk peraturan 
perundang-undangan dan juga istilah yang dipergunakan dalam RUU 
KUHP (2006), kiranya istilah “tindak pidana” merupakan istilah yang tepat 
untuk menggantikan istilah “strafbaar feit”, disamping sudah biasa 
dipergunakan dalam pergaulan masyarakat (I Made Widnyana, 2010:33). 
 
Dari beberapa pengertian di atas, dapat kita ambil kesimpulan 
bahwa pengertian dari tindak pidana itu sendiri adalah suatu perbuatan 
yang dilakukan oleh seseorang dimana orang tersebut dapat dimintai 
pertanggung jawaban atas segala tindakannya tersebut. Dimana tindakan 
atau perbuatanyang dilakukannya tersebut adalah perbuatan yang 
melawan dan melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku. 
Sehingga perbuatan dapat diancam dengan suatu pemidanaan yang 
bertujuan untuk memberikan efek jera bagi individu yang melakukan 
perbuatan tersebut. 
 
2. Unsur-unsur Tindak Pidana 
Setelah mengetahui pengertian dari tindak pidana itu sendiri, maka 
dalam tindak pidana tersebut terdapat unsur-unsur tindak pidana. 
Unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan setidak-tidaknya dari 
dua sudut pandang, yakni dari sudut pandang teoretis dan dari sudut 
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undang-undang. Teoretis artinya berdasarkan pendapat para ahli hukum, 
yang tercermin pada bunyi rumusannya. Sementara itu, sudut pandang 
undang-undang adalah bagaimana kenyataan tindak pidana itu 
dirumuskan menjadi tindak pidana tertentu dalam pasal-pasal peraturan 
perundang-undangan yang ada. 
 Unsur tindak pidana menurut beberapa ahli : 
Menurut Moeljatno (Adami Chazawi, 2011:79), unsur tindak pidana 
adalah : 
a. Perbuatan. 
b. Yang dilarang (oleh aturan hukum). 
c. Ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan). 
 
Menurut R. Tresna (Adami Chazawi, 2011:80), tindak pidana terdiri 
dari unsur-unsur : 
a. Perbuatan/rangkaian perbuatan (manusia). 
b. Yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. 
c. Diadakan tindakan penghukuman. 
 
Menurut batasan yang dibuat Vos (Adami Chazawi, 2011:80), dapat 
ditarik unsur-unsur tindak pidana adalah : 
a. Kelakuan manusia. 
b. Diancam dengan pidana. 
c. Dalam peraturan perundang-undangan. 
Dari batasan yang dibuat Jonkers (Adami Chazawi, 2011:81), dapat 
dirinci unsur-unsur tindak pidana adalah : 
a. Perbuatan (yang). 
b. Melawan hukum (yang berhubungan dengan). 
c. Kesalahan (yang dilakukan oleh orang yang dapat). 
d. Dipertanggungjawabkan. 
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Sementara itu, Schravendijk (Adami Chazawi, 2011:81), unsur-unsur 
tindak pidana yaitu : 
a. Kelakuan (orang yang). 
b. Bertentangan dengan keinsyafan hukum. 
c. Diancan dengan hukuman. 
d. Dilakukan oleh orang (yang dapat). 
e. Dipersalahkan/kesalahan. 
 
 Unsur rumusan tindak pidana dalam Undang-undang : 
Dari rumusan-rumusan tindak pidana tertentu dalam KUHP itu, dapat 
diketahui adanya 11 unsur tindak pidana (Adami Chazawi, 2011:82), 
yaitu : 
a. Unsur tingkah laku. 
b. Unsur melawan hukum. 
c. Unsur kesalahan. 
d. Unsur akibat konstitutif. 
e. Unsur keadaan yang menyertai. 
f. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana. 
g. Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana. 
h. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana. 
i. Unsur objek hukum tindak pidana. 
j. Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana. 
k. Unsur syarat tambahan untuk memperingan pidana. 
 
Simons (Teguh Prasetyo, 2013: 51) juga menyebutkan adanya 
unsur obyektif dan unsur subyektif dari tindak pidana : 
a. Unsur objektif 
Unsur yang terdapat di luar si pelaku. Unsur-unsur yang ada 
hubungannya dengan keadaan, yaitu dalam keadaan-keadaan di 
mana tindakan-tindakan si pelaku itu harus dilakukan. Unsur ini 
terdiri dari: 
- Perbuatan manusia itu sendiri. 
- Akibat dari perbuatan itu. 
- Kemudian adanya unsur tertentu yang menyertai perbuatan 
tersebut. 
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b. Unsur subjektif 
Unsur yang terdapat atau melekat pada diri si pelaku, atau yang 
dihubungkan dengan diri si pelaku dan termasuk di dalamnya 
segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur ini terdiri 
dari: 
- Orang yang mampu bertanggung jawab. 
- Adanya kesalahan pada perbuatan itu baik itu Dolus maupun 
Culpa. 
 
C. Tindak Pidana Pencurian 
1. Pengertian Pencurian 
 Menurut kamus besar bahasa Indonesia, arti dari kata “curi” adalah 
mengambil milik orang lain tanpa izin atau dengan tidak sah, biasanya 
dengan sembunyi-sembunyi. Sedangkan arti “pencurian” adalah proses, 
cara, perbuatan. 
 Pengertian pencurian menurut hukum beserta unsur-unsurnya 
dirumuskan dalam Pasal 362 KUHP, adalah berupa rumusan pencurian 
dalam bentuk pokoknya yang berbunyi : 
 Pasal 362 KUHP : 
“barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau 
sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara 
melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara 
paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus 
rupiah.” 
 
2. Jenis-jenis Pencurian 
Jenis-jenis pencurian menurut KUHP terdiri dari 5 yaitu: 
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a. Pencurian Biasa 
Pencurian biasa diatur dalam Pasal 362 yang berbunyi : 
Pasal 362 KUHP : 
“barang siapa mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau 
sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara 
melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara 
paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan 
ratus rupiah.” 
b. Pencurian Pemberatan 
Pasal 363 KUHP menentukan bahwa : 
1) Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun : 
a) Pencurian ternak 
b) Pencurian pada waktu ada kebakaran, letusan, banjir, gempa 
bumi, atau gempa laut, gunung meletus, kapal karam, kapal 
terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan 
atau kesengsaraan di masa perang. 
c) Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau 
pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh 
orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki 
oleh yang berhak. 
d) Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan 
bersekutu. 
e) Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, 
atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan 
merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai 
anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. 
2) Jika pencurian yang diterangkan dalam butir c disertai dengan 
salah satu hal dalam butir d dan e, maka diancam dengan pidana 
penjara paling lama sembilan tahun. 
Pencurian dalam pasal ini dinamakan “pencurian dengan pemberatan” 
atau “pencurian dengan kwalifikasi” dan diancam dengan hukuman 
yang lebih berat. 
c. Pencurian Ringan 
Pasal 364 KUHP menentukan bahwa : 
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“Perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 362 dan Pasal 363 butir 4, 
begitupun perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 363 butir 5, 
apabila tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup 
yang ada rumahnya, jika harga barang yang dicuri tidak lebih dari dua 
puluh lima rupiah, diancam karena pencurian ringan dengan pidana 
penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak dua 
ratus lima puluh rupiah.” 
 
 
d. Pencurian disertai dengan kekerasan/ancaman kekerasan 
Pasal 365 menentukan bahwa : 
1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun 
pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan 
atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk 
mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal 
tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau 
peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri. 
2) Diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun : 
a) Jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah 
rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan 
umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan. 
b) Jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan 
bersekutu. 
c) Jika masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak 
atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, 
perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. 
d) Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat. 
3) Jika perbuatan mengakibatkan kematian maka diancam dengan 
pidana penjara paling lama lima belas tahun. 
4) Diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup 
atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun, jika 
perbuatan mengakibatkan  luka berat atau kematian dan dilakukan 
oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, disertai pula oleh 
salah satu hal yang diterangkan dalam no. 1 dan 3. 
 
 
e. Pencurian di lingkungan keluarga 
Pasal 367 KUHP menentukan bahwa : 
1) Jika pembuat atau pembantu dari salah satu kejahatan dalam bab 
ini adalah suami (istri) dari orang yang terkena kejahatan dan tidak 
terpisah meja dan ranjang atau terpisah harta kekayaan, maka 
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terhadap pembuat atau pembantu itu tidak mungkin diadakan 
tuntutan pidana. 
2) Jika dia adalah suami (istri) yang terpisah meja dan ranjang atau 
terpisah harta kekayaan, atau dia adalah keluarga sedarah atau 
semenda, baik dalam garis lurus maupun garis menyimpang 
derajat kedua maka terhadap orang itu hanya mungkin diadakan 
penuntutan jika ada pengaduan yang terkena kejahatan. 
3) Jika menurut lembaga matriarkal kekuasaan bapak dilakukan  oleh 
orang lain daripada bapak kandung (sendiri), maka ketentuan ayat 
di atas berlaku juga bagi orang itu. 
 
3. Unsur-unsur Pencurian 
 Suatu perbuatan atau peristiwa, baru dapat dikatakan sebagai 
pencurian apabila terpenuhinya semua unsur dari pencurian tersebut. 
Adapun unsur-unsur dari pencurian (Anwar M. 1980:19), yaitu : 
a.   Objektif 
1)  Mengambil 
Unsur mengambil mengalami berbagai penafsiran sesuai dengan 
perkembangan masyarakat. Mengambil semula diartikan memindahkan 
barang dari tempat semula  ke tempat lain. Ini berarti membawa barang 
dibawah kekuasaan yang nyata. Perbuatan mengambil berarti perbuatan 
yang mengakibatkan barang dibawah kekuasaan yang melakukan atau 
yang mengakibatkan barang berada diluar kekuasaan pemiliknya. Tetapi 
hal ini tidak selalu demikian. Hingga tidak perlu disertai akibat dilepaskan 
dari kekuasaan pemiliknya. 
2)  Barang 
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Pengertian barang juga mengalami perkembangan. Dari arti barang 
yang berjudul menjadi setiap barang yang menjadi bagian dari kekayaan. 
Semula barang ditafsirkan sebagai barang-barang yang berwujud dan 
dapat dipindahkan(barang bergerak). Tetapi kemudian ditafsirkan sebagai 
setiap bagian dari harta benda seseorang. Dengan demikian barang itu 
harus ditafsirkan sebagai sesuatu yang mempunyai nilai didalam 
kehidupan ekonomi seseorang. Perubahan ini disebabkan dengan 
peristiwa pencurian aliran listrik,dimana aliran listrik termasuk pengertian 
barang yang dapat menjadi obyek pencurian. Yang dapat menjadi objek 
dari  pencurian itu hanyalah barang-barang yang ada pemiliknya yang 
jelas  dan sah menurut hukum. Sedangkan untuk barang yang tidak ada 
pemiliknya (  Res Nullius  ) pada hakekatnya tidak dapat dijadikan objek 
pencurian.Disamping itu, masih terdapat lagi barang-barang yang tidak  
dapat dijadikan sebagai objek pencurian, yakni barang yang semula  ada  
pemiliknya tersebut dilepaskan haknya sebagai pemilik barang  atau 
barang itu biasa disebut “  Res DelictaeI ”. Contohnya sepatu atau pakaian 
yang oleh pemiliknya telah dibuang ke tempat sampah,   barang-barang 
yang hilang dan tidak dapat  diharapkan kembali oleh  pemiliknya dan lain-
lain. 
3)  Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain 
Barang harus seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain. 
Barang tidak perlu kepunyaan orang lain seluruhnya, sedangkan sebagian 
dari barang saja dapat menjadi obyek pencurian, jadi sebagian lagi 
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kepunyaan pelaku sendiri. Barang yang tidak ada pemiliknya tidak dapat 
menjadi obyek pencurian. 
b.  Subjektif: 
1)  Dengan maksud  
Istilah ini terwujud dalam kehendak, keinginan atau tujuan dari 
pelaku untuk memiliki barang secara melawan hukum. Maksud untuk 
memiliki barang itu tidak perlu terlaksana, cukup apabila maksud itu ada. 
Meskipun barang itu belum dipergunakan, misalnya tertangkap dulu, 
karena kejahatan pencurian telah selesai terlaksana dengan selesainya 
perbuatan mengambil barang. 
2)  Untuk memiliki 
Memiliki bagi diri sendiri adalah setiap perbuatan penguasaan atas 
barang tersebut, melakukan tindakan atas barang itu seakan-akan 
pemiliknya. Maksud memiliki barang bagi diri sendiri itu terwujud dalam 
berbagai jenis perbuatan yaitu menjual, memakai, memberikan kepada 
orang lain, menggadaikan, menukarkan, merubahnya, dan sebagainya. 
Atau setiap penggunaan atas barang yang dilakukan pelaku seakan-akan 
pemilik, sedangkan ia bukan pemilik. 
3)  Secara melawan hukum 
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Perbuatan melawan hukum memiliki yang dikehendaki tanpa hak 
atau kekuasaan sendiri dari pelaku. Pelaku harus sadar, bahwa barang 
yang diambilnya adalah milik orang lain. 
D. Pengertian Ibu Rumah Tangga 
 Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari 
suami istri, atau suami, istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau 
ibu dan anaknya. 
 Ibu rumah tangga adalah istilah yang digunakan untuk 
menggambarkan seorang wanita yang telah menikah serta menjalankan 
pekerjaan rumah, keluarga, merawat anak-anaknya, memasak, 
membersihkan, dan lain-lain. Dan yang tidak bekerja di luar rumah. 
Seorang ibu rumah tangga sebagai wanita menikah yang bertanggung 
jawab atas rumah tangganya. 
 Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, ibu rumah tangga dapat 
diartikan sebagai seorang wanita yang mengatur penyelenggaraan 
berbagai macam pekerjaan rumah tangga, atau dengan pengetian lain ibu 
rumah tangga merupakan seorang istri (ibu) yang hanya mengurusi 
berbagai pekerjaan dalam rumah tangga (tidak bekerja di kantor). 
 Dari pengertian maupun peran dari ibu rumah tangga yang telah 
dipaparkan di atas, tidak sepenuhnya berlaku pada semua ibu rumah 
tangga. Pada kenyataannya masih ada ibu rumah tangga bertingkah di 
luar peranannya yang tidak lazim, seperti melakukan kejahatan khususnya 
tindak pidana pencurian. 
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E. Teori-teori Sebab Kejahatan 
Dalam perkembangannya tentang kejahatan atau kriminologi terus 
menimbulkan berbagai pendapat dari berbagai pakar kriminologi dan 
pakar ilmu hukum mengenai teori-teori sebab-sebab kejahatan. 
Berikut ini adalah beberapa teori penyebab kejahatan (A.S Alam 
2010:35) : 
Perspektif biologis 
Teori born criminal (lahir sebagai penjahat) yang dikemukakan oleh 
Cesare Lombroso (1835-1909) lahir dari ide yang diilhami oleh teori 
Darwin tentang evolusi manusia. Di sini Lombroso membantah tentang 
sifat free will yang dimiliki manusia. Doktrin atavisme menurutnya 
membuktikan adanya sifat hewani yang diturunkan oleh nenek moyang 
manusia. Gen ini dapat muncul sewaktu-waktu dari turunannya yang 
memunculkan sifat jahat pada manusia modern. 
Ajaran inti dari penjelasan awal Lombroso tentang kejahatan adalah 
bahwa penjahat mewakili suatu tipe keanehan/keganjilan fisik, yang 
berbeda dengan non-kriminal. Lombroso mengklaim bahwa para penjahat 
mewakili suatu bentuk kemerosotan yang termanifestasikan dalam 
karakter fisik yang merefleksikan suatu bentuk awal dari evolusi. 
Berdasarkan penelitiannya ini, Lombroso (A.S. Alam, 2010:36) 
mengklasifikasikan penjahat kedalam 4 golongan, yaitu : 
1. Born criminal, yaitu orang berdasarkan pada doktrin atavisme. 
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2. Insane criminal, yaitu orang menjadi penjahat sebagai hasil dari 
beberapa perubahan dalam otak mereka yang mengganggu 
kemampuan mereka untuk membedakan antara benar dan 
salah. Contonya adalah kelompok idiot, embisil, atau paranoid. 
3. Occasional criminal, atau criminaloid, yaitu pelaku kejahatan 
berdasarkan pengalaman yang terus-menerus sehingga 
mempengaruhi pribadinya. Contonya penjahat kambuhan 
(habitual criminal). 
4. Criminal of passion, yaitu pelaku kejahatan yang melakukan 
tindakannya karena marah, cinta, atau karena kehormatan. 
Perspektif sosiologis 
Berbeda dengan teori sebelumnya, teori-teori sosiologis mencari 
alasan-alasan perbedaan dalam hal angka kejahatan di dalam lingkungan 
sosial. Teori-teori ini dapat dikelompokkan menjadi tiga kategori umum, 
yaitu : 
1. Anomie (ketiadaan norma) atau strain (ketegangan). 
2. Cultural deviance (penyimpangan budaya) 
3. Social control (kontrol sosial) 
Teori Anomie dan Penyimpangan Budaya, memusatkan perhatian 
pada kekuatan-kekuatan sosial (social forces) yang menyebabkan orang 
melakukan aktivitas kriminal. Teori ini berasumsi bahwa kelas sosial dan 
tingkah laku kriminal saling berhubungan.  
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Pada teori Anomie beranggapan bahwa seluruh anggota 
masyarakat mengikuti seperangkat nilai-nilai budaya, yaitu nilai-nilai 
budaya kelas menengah, yakni adanya anggapan bahwa nilai budaya 
terpenting adalah keberhasilan dalan ekonomi. Karena orang-orang kelas 
bawah tidak mempunyai sarana-sarana yang sah (legitimate means) 
untuk mencapai tujuan tersebut, seperti gaji tinggi, bidang usaha yang 
maju, dll, mereka menjadi frustasi dan beralih menggunakan sarana-
sarana yang tidak sah (illegitimate means). 
Sangat berbeda dengan itu, teori cultural deviance (penyimpangan 
budaya) mengklaim bahwa orang-orang dari kelas bawah memiliki 
seperangkat nilai-nilain yang berbeda, yang cenderung konflik dengan 
nilai-nilai kelas menengah. Sebagai konsekuensinya, manakala orang-
orang kelas bawah mengikuti sistem mereka sendiri, mereka mungkin 
telah melanggar norma-norma konvensional dengan cara mencuri, 
merampok, dan sebagainya (A.S. Alam 2010:45-46). 
Cultural deviance theories terbentuk antara 1925 dan 1940. Teori 
penyimpangan budaya ini memusatkan perhatian kepada kekuatan-
kekuatan sosial (social forces) yang menyebabkan orang melakukan 
aktivitas kriminal. 
Culturall deviance theories memandang kejahatan sebagai 
seperangkat nilai-nilai yang khas pada lower class. Proses penyesuaian 
diri dengan sistem nilai kelas bawah yang menentukan tingkah laku di 
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daerah-daerah kumuh, menyebabkan benturan dengan hukum-hukum 
masyarakat. 
Ada tiga teori utama dari Cultural deviance theories adalah (A.S. 
Alam, 2010:54) : 
1. Social disorganization 
Social disorganization theory memfokuskan diri pada 
perkembangan area-area yang angka kejahatannya tinggi yang 
berkaitan dengan disintegritasi nilai-nilai konvensional yang 
disebabkan oleh industrialisasi yang cepat, peningkatan imigrasi, 
dan urbanisasi. 
2. Differential association 
Prof. E.H Sutherland mencetuskan teori yang disebut Differential 
association theory sebagai teori penyebab kejahatan. Makna dari 
teori ini adalah merupakan pendekatan individu mengenai 
seseorang dalam kehidupan masyarakatnya, karena 
pengalaman-pengalamannya tumbuh menjadi penjahat. Dan 
bahwa ada individu atau kelompok individu yang secara yakin 
dan sadar melakukan perbuatannya yang melanggar hukum. Hal 
ini disebabkan karena adanya dorongan posesif mengungguli 
dorongan kreatif yang untuk itu dia melakukan pelanggaran 
hukum dalam memenuhi posesifnya. 
3. Culture conflict 
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Culture conflicttheory menjelaskan keadaan masyarakat dengan 
ciri-ciri sebagai berikut : 
a. Kurangnya ketetapan dalam pergaulan hidup 
b. Sering terjadi pertemuan norma-norma dari berbagai daerah 
yang satu sama lain berbeda bahkan ada yang saling 
bertentangan. 
Hal ini sesuai dengan pendapat Thorsten Sellin (A.S. Alam, 
2010:59), setiap kelompok masyarakat memiliki conduct norms-nya sendiri 
dan bahwa conduct norms dari satu kelompok mungkin bertentangan 
dengan conduct norms kelompok lain.  
 Mannheim membedakan teori-teori sosiologis kriminal ke dalam 
(I.S. Susanto, 2011:80) : 
a. Teori-teori yang berorientasi pada kelas sosial, yaitu teori-teori 
yang mencari sebab kejahatan dari ciri kelas sosial, perbedaan 
di antara kelas sosial serta konflik di antara kelas-kelas sosial 
yang ada. Termasuk dalam teori ini adalah toeri anomie dan 
teori-teori sub-budaya delinkuen. 
b. Teori-teori yang tidak berorientasi pada kelas sosial yaitu teori-
teori yang membahas sebab-sebab kejahatan tidak dari kelas 
sosial, tetapi dari aspek yang lain seperti lingkungan, 
kependudukan, kemiskinan, dan sebagainya. Termasuk dalam 
teori ini adalah teori-teori ekologis, teori konflik kebudayaan, teori 
faktor ekonomi, dan differential association. 
 
Perspektif psikologis 
Salah satu teori sebab kejahatan dari perspektif psikologis adalah 
teori Psikoanalisis. Teori ini menghubungkan delinquent dan perilaku 
kriminal dengan suatu “conscience” (hati nurani) yang baik, dia begitu kuat 
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sehingga menimbulkan perasaan bersalah atau ia begitu lemah sehingga 
tidak dapat mengontrol dorongan-dorongan dirinya bagi suatu kebutuhan 
yang harus dipenuhi segera. 
Sigmund Freud (1856-1939) (A.S.Alam 2010:40), penemu dari 
psikoanalisis, berpendapat bahwa kriminalitas mungkin hasil dari “an 
overactive conscience” yang menghasilkan perasaan bersalah yang tidak 
tertahankan untuk melakukan kejahatan dengan tujuan agar ditangkap 
dan dihukum. Begitu dihukum maka perasaan bersalah mereka akan 
mereda. 
Pendekatan psikoanalisis masih tetap menonjol dalam menjelaskan 
baik fungsi normal maupun asosial. Meski dikritik, tiga prinsip dasarnya 
menarik kalangan psikologis yang mempelajari kejahatan (A.S. Alam 
2010:41), yaitu : 
1. Tindakan dan tingkah laku orang dewasa dapat dipahami dengan 
melihat pada perkembangan masa kanak-kanak mereka. 
2. Tingkah laku dan motif-motif bawah sadar adalah jalin-menjalin, dan 
interaksi itu mesti diuraikan bila kita ingin mengerti kejahatan. 
3. Kejahatan pada dasarnya merupakan representasi dari konflik 
psikologis. 
Perspektif lain 
Teori Labeling (A.S. Alam, 2010:67-70) 
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Persoalan pertama dari labeling adalah memberikan label/cap 
kepada seorang yang sering melakukan kenakalan atau kejahatan. 
Labeling dalam arti ini adalah labeling sebagai akibat dari reaksi 
masyarakat. 
Beberapa tokoh-tokoh teori Labeling adalah : 
Becker, melihat kejahatan itu seringkali bergantung pada mata si 
pengamat karena anggota-anggota dari kelompok-kelompok yang 
berbeda memiliki perbedaan konsep tentang apa yang disebut baik dan 
layak dalam situasi tertentu. 
Howard, berpendapat bahwa teori Labeling dapat dibedakan dalam 
dua bagian, yaitu : 
1. Persoalan tentang bagaimana dan mengapa seseorang 
memperoleh cap atau label. 
2. Efek labeling terhadap penyimpangan tingkah laku berikutnya. 
Scharg, menyimpulkan asumsi dasar teori labeling sebagai berikut : 
1. Tidak ada satu perbuatan yang terjadi dengan sendirinya bersifat 
kriminal. 
2. Rumusan atau batasan tentang kejahatan dan penjahat 
dipaksakan sesuai dengan kepentingan mereka yang memiliki 
kekuasaan. 
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3. Seseorang menjadi penjahat bukan karena ia melanggar 
undang-undang melainkan karena ia ditetapkan oleh penguasa. 
4. Sehubungan dengan kenyataan bahwa setiap orang dapat 
berbuat baik dan tidak baik, tidak berarti bahwa mereka dapat 
dikelompokkan menjadi dua bagian kelompok kriminal dan non 
kriminal. 
5. Tindakan penangkapan merupakan awal dari proses labeling. 
6. Penangkapan dan pengambilan keputusan dalam sistem 
peradilan pidana adalah fungsi dari pelaku sebagai lawan dari 
karakteristik pelanggarannya. 
7. Usia, tingkat sosial ekonomi, dan ras merupakan karakteristik 
umum pelaku kejahatan yang menimbulkan perbedaan 
pengambilan keputusan dalam sistem peradilan pidana. 
8. Sistem peradilan pidana dibentuk berdasarkan perspektif 
kehendak bebas yang memperkenankan penilaian dan 
penolakan terhadap mereka yang dipandang sebagai penjahat. 
9. Labeling merupakan suatu proses yang akan melahirkan 
identifikasi dengan citra sebagai deviant dan menghasilkan 
rejection of the rejector. 
Frank Tannenbaum, memandang proses kriminalisasi ini sebagai 
proses memberikan label, menentukan, mengenal (mengidentifikasi), 
memencilkan, menguraikan, menekankan/menitikberatkan, membuat 
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sadar, atau sadar sendiri. Kemudian menjadi cara untuk menetapkan ciri-
ciri khas sebagai penjahat. 
Teori konflik (conflict theory) 
Teori konflik lebih mempertanyakan proses pembuatan hukum. 
Teori konflik sebagaimana labeling theory, memiliki akarnya dalam 
memberontak dan mempertanyakan tentang nilai-nilai. Tetapi berbeda 
dengan pendekatan labeling maupun tradisional yan terfokus pada 
kejahatan dan penjahat (termasuk labeling terhadap pelaku oleh sistem), 
teori konflik ini mempertanyakan eksistensi dari sistem itu sendiri (A.S. 
Alam 2010:71). 
Teori radikal 
Pada dasarnya perspektif kriminologi yang mengetengahkan teori 
radikal yang berpendapat bahwa kapitalisme sebagai kausa kriminalitas 
yang dapat dikatakan sebagai aliran Neo-Marxis. 
Tokoh-tokoh daripada penganut teori radikal ini ialah: 
Richard Quinney (A.S Alam, 2010:74), beranggapan kejahatan 
adalah akibat dari kapitalisme dan problem kejahatan hanya dapat 
dipecahkan melalui didirikannya negara sosialis. 
William Chamblis (A.S. Alam, 2010:75), berpendapat bahwa ada 
hubungan antara kapitalisme dan kejahatan seperti dapat ditelaah pada 
beberapa butir di bawah ini : 
1. Dengan diindustrialisasikannya masyarakat kapitalis, dan celah 
antara golongan borjuis dan proletariat melebar, hukum pidana 
akan berkembang dengan usaha memaksa golongan proletariat 
untuk tunduk. 
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2. Mengalihkan perhatian kelas golongan rendah dari eksploitasi 
yang mereka alami. 
3. Masyarakat sosialis akan memiliki tingkat kejahatan yang lebih 
rendah karena dengan berkurangnya kekuatan perjuangan 
kelas akan mengurangi kekuatan-kekuatan yang menjurus 
kepada fungsi kejahatan. 
 
F. Upaya Penanggulangan Kejahatan 
Upaya penanggulangan kejahatan dapat dilakukan secara pre-emtif,  
preventif, dan represif (A.S. Alam, 2010:79) : 
1. Pre-emtif 
 Yang dimaksud dengan upaya pre-emtif disini adalah upaya-upaya 
awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya 
tindak pidana. Usaha-usaha yang dilakukan dalam penanggulangan 
kejahatan secara pre-emtif adalah menanamkan nilai-nilai/norma-norma 
yang baik sehingga norma-norma tersebut terinternalisasi di dalam diri 
seseorang. Meskipun ada kesempatan untuk melakukan 
pelanggaran/kejahatan tapi tidak ada niat untuk melakukan hal tersebut 
maka tidak akan terjadi kejahatan. Jadi dalam usaha pre-emtif faktor niat 
menjadi hilang meskipun ada kesempatan. 
2. Preventif 
 Upaya-upaya preventif ini adalah tindak lanjut dari upaya pre-emtif 
yang masih dalam tataran pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. 
Dalam upaya preventif yang ditekankan adalah bagaimana 
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menghilangkan kesempatan untuk dilakukannya kejahatan. Jadi dalam 
upaya preventif, kesempatan ditutup. 
3. Represif 
Upaya ini dilakukan pada saat telah terjadi tindak pidana/kejahatan 
yang tindakannya berupa penegakan hukum, dengan menjatuhkan 
hukuman agar tidak terulang lagi.  
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
A. Lokasi Penelitian 
Lokasi penelitian akan dilakukan di Kota Makassar, yaitu di 
Polrestabes Makassar dan Lembaga Pemasyarakatan Wanita Kelas IIA 
Sungguminasa. Alasan memilih Kota Makassar karena penulis 
menganggap bahwa di Kota Makassar tingkat pencurian terus mengalami 
peningkatan, selain itu di Kota Makassar dapat memudahkan penulis 
untuk memperoleh data penelitian. 
 
B. Teknik Pengumpulan Data 
Suatu karya ilmiah merupakan sarana untuk mengemukakan dan 
mengetahui lebih mendalam mengenai gejala-gejala tertentu yang terjadi 
dimasyarakat. Dengan demikian kebenaran karya tersebut dapat 
dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Sebagai tindak lanjut dalam 
memperoleh data sebagaimana yang diharapkan, maka penulis 
melakukan teknik pengumpulan data berupa : 
1. Penelitian Lapangan 
Pada bagian ini penulis akan melakukan penelitian untuk 
memperoleh data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh 
melalui proses wawancara langsung dengan beberapa pelaku pencurian 
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dan aparat hukum yang terkait. Data sekunder diperoleh melalui 
dokumen-dokumen dan arsip-arsip dari pihak Kepolisian. 
2. Penelitian Kepustakaan 
Penelitian dilaksanakan melalui penalaran kepustakaan dengan 
mengambil, menganalisa, mempelajari dan menelaah literatur-literatur, 
karya ilmiah, dokumen/arsip dan tulisan yang berhubungan dengan 
penelitian ini. 
 
C. Jenis dan Sumber Data 
Jenis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data 
primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh melalui 
proses wawancara langsung terhadap pelaku dan pihak yang terlibat 
dalam proses penyidikan perkara tersebut, sedangkan data sekunder 
adalah data yang diperoleh dari buku-buku, media cetak, dokumen-
dokumen, internet dan peraturan perundang-undangan yang terkait. 
 
D. Teknik Analisis Data 
Data yang diperoleh dalam penelitian ini akan dianalisis secara 
kualitatif, dengan langkah-langkah sebagai berikut : 
Sebelum menganalisis data tersebut, terlebih dahulu diadakan 
pengorganisasian terhadap data sekunder yang diperoleh melalui 
dokumen kepustakaan dan data primer yang diperoleh melalui 
wawancara. Kemudian dinyatakan secara deskriptif, yaitu menjelaskan, 
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menguraikan, dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang 
erat kaitannya dengan penelitian ini.Sehingga memberikan pemahaman 
yang jelas dan terarah dari hasil penelitian. 
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  BAB IV 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
Data Tindak Pidana Pencurian yang Dilakukan oleh Ibu Rumah 
Tangga Di Makassar Tahun 2010-2012 
Sebelum berbicara mengenai faktor-faktor yang menyebabkan 
terjadinya tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Ibu Rumah 
Tangga di Makassar, terlebih dahulu penulis akan menguraikan data 
perkembangan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Ibu Rumah 
Tangga wilayah hukum Polrestabes Makassar dalam kurun waktu dari 
tahun 2010 hingga tahun 2012 dan hasil wawancara dengan pelaku di 
Lembaga Pemasyarakatan Wanita Kelas IIA Sungguminasa. 
 Data Kepolisian Resort Kota Besar Makassar 
Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI), ditugaskan oleh 
negara sebagai penyidik tunggal terhadap setiap tindak pidana umum. Hal 
ini dapat dilihat dalam KUHAP Pasal 6 ayat (1) sub a bahwa penyidik 
adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia. Pencurian sebagai 
tindak pidana yang diatur dalam KUHP dan merupakan wewenang 
kepolisian untuk mengadakan penyidikan, sehingga di Kepolisian dapat 
diketahui tentang jumlah kejahatan, khususnya dalam hal ini tindak pidana 
pencurian yang dilakukan oleh Ibu Rumah Tangga. 
Data berikut diperoleh penulis melalui penelitian langsung ke lapangan : 
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TABEL 1 
Data Tindak Pidana Pencurian yang dilakukan oleh Ibu Rumah 
Tangga Di Makassar kurun waktu 2010-2012 
 
No. Tahun 
Jumlah Tindak Pidana Pencurian yang 
dilakukan oleh Ibu Rumah Tangga 
1. 2010 31 
2. 2011 22 
3. 2012 29 
Jumlah 82 
Sumber : Polrestabes Makassar 2014 
 
 
Berdasarkan Tabel 1, diketahui bahwa dalam kurun waktu 3 tahun 
yaitu sejak tahun 2010 sampai dengan 2012, jumlah tindak pidana 
pencurian yang dilakukan oleh Ibu Rumah Tangga di Makassar yang 
terdata di Polrestabes Makassar yaitu sebanyak 82 kasus. Dengan 
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rincian, pada tahun 2010 terdata sebanyak 31 kasus, tahun 2011 terdata 
sebanyak 22 kasus, dan tahun 2012 terdata sebanyak 29 kasus tindak 
pidana pencurian yang dilakukan oleh Ibu Rumah Tangga di Makassar. 
Dapat dilihat pada Grafik 1, perkembangan tindak pidana pencurian 
yang dilakukan oleh Ibu Rumah Tangga di Makassar di tahun 2011 jumlah 
sempat menurun/berkurang yaitu dari 31 kasus di tahun 2010 menjadi 22 
kasus pada tahun 2011. Tetapi di tahun 2012, jumlah kasus meningkat 
lagi yaitu sebanyak 29  kasus.  
Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan salah seorang 
anggota Polrsetabes Bagian Hukum, Bapak Brip.Pol Wahyudin RPN 
(tanggal 28 Januari 2014), Beliau mengatakan bahwa telah banyak kasus 
pencurian yang dilakukan oleh Ibu Rumah Tangga di Makassar. Bisa 
dikatakan tiap tahun kasus ini meningkat. Kasus ini biasa terjadi di pusat-
pusat perbelanjaan, toko-toko maupun mini market. Dan didalam tiap 
tahun aksi pencurian yang dilakukan oleh Ibu Rumah Tangga ini sering 
terjadi pada saat mendekati hari-hari perayaan, terutama hari raya Idhul 
Fitri/Lebaran. 
Peningkatan angka kasus pencurian khususnya yang dilakukan oleh 
Ibu Rumah Tangga di Makassar memberikan kontribusi pemahaman 
bahwa tindak pidana pencurian sudah mencapai titik yang 
memprihatinkan. Tentu dibalik semua itu, pelaku khususnya Ibu Rumah 
Tangga yang melakukan tindak pidana pencurian memiliki sebuah alasan, 
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baik itu alasan ekonomi, status pernikahan, pendidikan, perilaku pribadi, 
dan lain sebagainya. 
Dari data Tabel 1, berdasarkan hasil penelitian penulis di 
Polrestabes Makassar, terdapat beberapa jenis tindak pidana pencurian 
yang dilakukan oleh Ibu Rumah Tangga dalam kurun waktu 3 tahun 
(2010-2012). Adapun jenis-jenis tindak pidana pencurian yang dilakukan 
oleh Ibu Rumah Tangga di makassar dapat dilihat pada tabel berikut ini : 
 
TABEL 2 
Jenis Tindak Pidana Pencurian yang dilakukan oleh Ibu Rumah 
Tangga di Makassar kurun waktu 2010-2012 
 
No 
Jenis Tindak Pidana Pencurian 
yang dilakukan oleh Ibu Rumah 
Tangga 
2010 2011 2012 Jumlah 
1. Pencurian Biasa 28 22 27 77 
2. Pencurian Berat 3 - 2 5 
3. Pencurian Ringan - - - - 
4. Pencurian dengan Kekerasan - - - - 
5. Pencurian di Lingkungan Keluarga - - - - 
Jumlah 31 22 29 82 
Sumber : Polrestabes Makassar 2014 
 
Berdasarkan data Tabel 2 di atas, terbagi dua jenis tindak pidana 
pencurian yang dilakukan oleh Ibu Rumah Tangga, yaitu pencurian biasa 
dan pencurian berat. Dimana tindak pidana pencurian biasa berada 
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diurutan pertama dengan jumlah 77 kasus dan urutan kedua yaitu tindak 
pidana pencurian berat dengan jumlah 5 kasus dalam kurun waktu 3 
tahun (2010-2012). Dengan rincian pada tahun 2010, terdata sebanyak 28 
kasus pencurian biasa dan 3 kasus pencurian berat, tahun 2011 terdata 
sebanyak 22 kasus pencurian biasa, dan tahun 2012 terdata sebanyak 27 
kasus pencurian biasa dan 2 kasus pencurian berat yang dilakukan oleh 
Ibu Rumah Tangga. 
Dapat dilihat pula, data yang diperoleh tidak hanya jenis pencurian 
biasa, tetapi kasus jenis pencurian berat juga ada dilakukan oleh Ibu 
Rumah Tangga. Dari tahun ke tahun jumlah tindak pidana pencurian yang 
dilakukan oleh Ibu Rumah Tangga di Makassar dengan jenis pencurian 
biasa lebih banyak dibanding dengan jenis pencurian berat. Bapak 
Brip.Pol Wahyudin RPN (wawancara tanggal 28 Januari 2014), 
mengatakan bahwa ini disebabkan oleh beberapa faktor sehingga 
diperlukan upaya penanggulangan untuk menekan terjadinya suatu 
kejahatan khususnya tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Ibu 
Rumah Tangga di Makassar. 
 Hasil Wawancara di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Kelas IIA 
Sungguminasa 
Selain data-data dari Polrestabes Kota Makassar di atas, penulis 
juga melakukan wawancara dengan pelaku di Lembaga Pemasyarakatan 
Klas IIA Sungguminasa. Penulis menanyakan beberapa pertanyaan terkait 
dengan usia, pendidikan, status pernikahan, dan pekerjaan pelaku. 
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Terdapat 3 orang responden yang diwawancarai oleh penulis. Adapun 
hasil wawancara dengan pelaku, penulis uraikan dalam tabel berikut : 
 
TABEL 3 
Data mengenai Usia, Pendidikan, Pekerjaan, Status Pernikahan, dan 
Jenis Tindak Pidana Pencurian para pelaku 
 
Pelaku Usia Pendidikan Pekerjaan 
Status 
Pernikahan 
Jenis Tindak 
Pidana Pencurian 
1 29 SMP IRT Cerai/Janda Pencurian Biasa 
2 35 SD 
IRT/Tukang
cuci 
Menikah Pencurian Biasa 
3 41 SD IRT Menikah Pencurian Biasa 
Sumber : Hasil wawancara dengan Pelaku di LP Wanita Klas IIA Sungguminasa 
 
 
Berdasarkan Tabel 3 diatas, Pelaku Pertama berusia 29 tahun 
dengan latar belakang pendidikan terakhir SMP, seorang Ibu Rumah 
Tangga tanpa pekerjaan lain, telah berstatus janda karena telah bercerai 
dengan suaminya, dan telah memiliki 4 orang anak yang tinggal 
bersamanya. Adapun alasan Pelaku Pertama melakukan tindak pidana 
pencurian yaitu karena kebutuhan ekonomi untuk membiayai keempat 
anaknya yang masih sekolah setelah ditinggal cerai oleh suaminya empat 
tahun yang lalu dan tidak memberikan nafkah. Pelaku menceritakan 
bahwa saat tertangkap dia mencuri beberapa pakaian di pusat 
perbelanjaan Karebosi Link. Pelaku mengatakan hasil pencuriannya akan 
dijual kembali untuk menghasilkan uang. 
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Pelaku Kedua berusia 35 tahun dengan latar belakang pendidikan 
terakhir SD, seorang Ibu Rumah Tangga yang juga bekerja sebagai 
tukang cuci, suaminya bekerja sebagai tukang becak dan telah memiliki  5 
orang anak. Adapun alasan Pelaku melakukan tindak pidana pencurian 
yaitu karena penghasilan sebagai tukang becak dan tukang cuci tidak 
cukup untuk membiayai kebutuhan makan sehari-hari dan sekolah 
anaknya. Pelaku juga mengatakan bahwa sangat susah untuk mencari 
pekerjaan lain yang lebih besar penghasilannya dikarenakan 
pendidikannya yang rendah yaitu hanya lulusan SD. 
Pelaku Keempat berusia 41 tahun dengan latar belakang pendidikan 
terakhir SD, seorang Ibu Rumah Tangga tanpa pekerjaan lain, berstatus 
menikah, dan telah memiliki 4 orang anak. Adapun alasan Pelaku 
Pertama melakukan tindak pidana pencurian yaitu karena ingin membantu 
meringankan beban suaminya yang hanya seorang buruh bangunan. 
Pelaku mengatakan melakukan aksinya di sebuah mini market, dia 
mencuri beberapa barang kebutuhan sehari-hari yaitu sabun mandi, 
sampo, dan susu bayi untuk anaknya. 
Secara kodrati kita ketahui peranan Ibu Rumah Tangga mempunyai 
peranan untuk mengurus rumah tangga, sebagai pengasuh dan pendidik 
anak-anaknya, tetapi terdapat pula Ibu Rumah Tangga yang mampu 
melakukan perbuatan yang menyalahi peranannya. Perbuatan mana yang 
telah melangkah sampai pada hal-hal yang melanggar hukum, khususnya 
tindak pidana pencurian. 
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Ada banyak faktor yang mempengaruhi terjadinya suatu kejahatan, 
namun penulis hanya membatasi pada hal-hal yang ada korelasinya 
dengan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Ibu Rumah Tangga. 
Berbicara mengenai faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya tindak 
pidana khususnya tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Ibu 
Rumah Tangga, penulis membaginya dalam beberapa penyebab, bukan 
berarti penyebab yang lain tidak membawa pengaruh sama sekali. Tetapi 
dalam hal ini penulis hanya mengkaji penyebab yang paling berpengaruh 
dalam terjadinya khususnya tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh 
Ibu Rumah Tangga di Makassar. 
A. Faktor-Faktor Penyebab Ibu Rumah Tangga Melakukan Tindak 
Pidana Pencurian Di Makassar 
Dari hasil penelitian di Polrestabes Makassar dan wawancara 
dengan pelaku tindak pidana pencurian yang berada di Lembaga 
Pemasyarakatan Wanita Klas IIA Sungguminasa, selanjutnya penulis 
menyimpulkan bahwa faktor-faktor yang menyebabkan Ibu Rumah 
Tangga melakukan tindak pidana pencurian di Makassar adalah : 
1. Faktor Ekonomi 
Salah satu faktor yang paling penting dan bahkan sering 
dijadikan alasan bagi pelaku tindak kejahatan untuk melakukan suatu 
tindak kejahatan adalah faktor ekonomi. Tidak terkecuali tindak pidana 
pencurian yang dilakukan oleh Ibu Rumah Tangga, faktor ekonomi 
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adalah faktor yang amat memegang peranan penting dalam kehidupan 
manusia, hal ini dikarenakan manusia memiliki kebutuhan (sandang, 
pangan, papan) yang harus dipenuhi setiap hari. 
Ibu Rumah Tangga sebagai pelaku yang melakukan tindak 
pidana atau kejahatan pencurian disebabkan oleh faktor ekonomi ini 
biasanya dijadikan alasan pembenaran sebagai tempat untuk mencari 
nafkah, beranggapan tidak ada jalan bagi mereka untuk mendapatkan 
uang selain melakukan tindak kriminal seperti mencuri sebagai 
jalannya, memenuhi tanggung jawab keluarga berupa kebutuhan 
rumah tangga dan tingkat nilai barang yang terus menerus meningkat, 
dengan tingkat komsumtif yang tinggi pada masyarakat. 
Melihat faktor ekonomi sebagian dasar dari suatu siklus 
kehidupan manusia, maka tidaklah mengherankan jika bagi sebagian 
masyarakat menganggapnya sebagai sebuah pembenaran untuk 
melakukan tindak pidana, termasuk pula Ibu Rumah Tangga yang 
melakukan tindak pidana pencurian agar mendapat sesuatu atau uang 
tanpa memikirkan akibat-akibatnya. Pada umumnya mereka 
malakukan kejahatan akibat faktor ekonomi ini, mayoritas disebabkan 
oleh orang-orang yang memiliki ekonomi rendah atau miskin, tingkat 
pengangguran yang tinggi pada masyarakat. Mereka mempertaruhkan 
apa saja untuk mendapatkan sesuatu dalam upaya untuk ingin 
memperbaiki sendi-sendi ekonomi yang kurang menguntungkan ini 
dengan cara yang cepat dan mudah tanpa harus bekerja. 
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Ketidakseimbangan inilah yang menjadi faktor bagi setiap orang 
mencari alternative pekerjaan agar mendapatkan uang yang lebih 
banyak lagi sehingga dapat memenuhi kebutuhan hidup. 
2. Faktor Pendidikan 
Faktor yang lain adalah pendidikan. Berdasarkan data yang 
diperoleh dari hasil wawancara dengan pelaku tindak pidana pencurian 
yang dilakukan oleh Ibu Rumah Tangga diatas, salah satu faktor 
penyebabnya adalah rendahnya pendidikan. Dapat dilihat bahwa 
pelaku yang memiliki pendidikan terakhir SMP 1 orang dan SD 2 
orang. Hal ini dapat kita simpulkan bahwa para pelaku memiliki tingkat 
pendidikan yang rendah. 
Tingkat pendidikan seseorang dapat mempengaruhi tindakan 
seseorang, seseorang yang memiliki tingkat pendidikan yang tinggi 
dalam bertindak, bertutur kata, bertingkah laku, cenderung berfikir 
dengan menggunakan kerangka berpikir yang baik dan sistematis 
sehingga segala perbuatannya cenderung untuk dapat 
dipertanggungjawabkan lain halnya dengan orang yan memiliki tingkat 
pendidikan yang rendah dalam melakukan tindakan terkadang 
berfikiran sempit. 
Selain itu seseorang yang memiliki strata pendidikan yang tinggi 
dalam mencari pekerjaan cenderung mudah dibandingkan dengan 
orang yang memiliki strata pendidikan yang rendah, karenanya banyak 
orang yang memiliki pendidikan yang rendah tidak memiliki 
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pekerjaaan/pengangguran. Karena tidak memiliki pekerjaan itu maka 
dalam memenuhi kebutuhan hidupnya dia akan melakukan pekerjaan 
apa saja asalkan dia dapat memenuhi kebutuhan hidupnya tak perduli 
apakah itu melanggar hukum atau tidak. 
Hubungan antara pelaku dengan faktor pendidikan, adalah 
karena apabila masyarakat kurang mendapat pendidikan khususnya 
pendidikan agama dan pendidikan hukum, maka masyarakat tidak 
tahu apa yang dia lakukan, kerugian yang diderita oleh orang lain 
(korban) akibat perbuatannya serta konsekuensi dari perbuatannya, 
sehingga dibutuhkan pendidikan dan pemahaman agar mereka 
mengetahui apa yang dilakukannya itu, kerugian yang diderita oleh 
orang lain (korban) akibat perbuatannya serta konsekuensi dari 
perbuatannya karena perbuatan tersebut bertentangan dengan norma-
norma baik itu norma agama, maupun norma-norma sosial baik itu 
norma hukum sehingga apabila dilakukan maka pelakunya akan 
dikenakan sanksi pidana. Tapi tidak tertutup kemungkinan seseorang 
yang melakukan kejahatan tersebut adalah orang-orang yang 
mempunyai ilmu yang tinggi dan mengecap dunia pendidikan yang 
tinggi pula. 
3. Faktor Lingkungan 
Menurut Bapak Brig.Pol Wahyudin RPN (wawancara tanggal 28 
Januari 2014) mengatakan bahwa semua orang yang melakukan 
kejahatan atau tindak pidana tidak terlepas dari lingkungan dimana 
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seseorang itu tinggal. Beliau juga menambahkan bahwa mental 
seseorang dapat mempengaruhi melakukan kejahatan. 
Faktor lingkungan adalah semua benda dan materi yang 
mempengaruhi hidup manusia seperti kesehatan jasmani dan 
kesehatan rohani, ketenangan lahir dan batin. Lingkungan sosial 
adalah berupa lingkungan rumah tangga, sekolah, dan lingkungan luar 
sehari-hari, lingkungan sosial dan lingkungan masyarakat. Pada 
prinsipnya perilaku seseorang dapat berubah dan bergeser bisa 
dipengaruhi oleh faktor lingkungan, seperti halnya dalam kasus 
pencurian. 
Lingkungan seseorang ternyata cukup berpengaruh terhadap 
pembentukan karakter yang bersangkutan. Jika lingkungan baik 
kemungkinan perilakunya pun akan baik. Namun jika bergaul dengan 
para pancuri kemungkinan lambat laun akan terpengaruh sehingga ikut 
mencuri.  
 
B. Upaya Yang Dilakukan Oleh Pihak Kepolisian Dalam 
Menanggulangi Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Oleh Ibu 
Rumah Tangga Di Makassar 
Pencurian merupakan suatu kejahatan yang sangat meresahkan 
masyarakat. Banyak yang menjadi sebab-sebab terjadinya tindak pidana 
pencurian, khususnya pencurian yang dilakukan oleh Ibu Rumah Tangga 
di Makassar. Oleh karena itu cara penanggulangannya pun bervariasi dan 
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disesuaikan dengan situasi dan kondisi lingkungan masyarakat 
bersangkutan. 
Berdasarkan dari latar belakang terjadinya tindak pidana pencurian 
yang telah penulis uraikan, maka adapun upaya-upaya instansi terkait 
dalam hal ini, khususnya pihak Kepolisian selaku aparat penegak hukum. 
Upaya pencegahan yang ditempuh oleh pihak Kepolisian Resort Kota 
Besar Makassar untuk meminimalisir terjadinya tindak pidana pencurian 
yang dilakukan oleh Ibu Rumah Tangga di Makassar terbagi dua, yaitu 
upaya yang bersifat Preventif dan upaya yang bersifat Represif. 
1. Upaya Preventif 
Upaya Preventif disebut juga dengan upaya pencegahan. Tindakan ini 
merupakan upaya yang dilakukan secara sistematik berencana, 
terpadu dan terarah kepada tujuan untuk menciptakan suasana yang 
kondusif guna menekan jumlah kejahatan, khususnya tindak pidana 
pencurian yang dilakukan oleh Ibu Rumah Tangga di Makassar. 
Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan salah seorang anggota 
Polrestabes Bagian Hukum, Bapak Brip.Pol Wahyudin RPN (tanggal 
28 Januari 2014), Upaya ini berupa : 
a. Kegiatan Patroli 
Salah satu peranan pihak aparat Polrestabes Makassar adalah 
melakukan potroli rutin setiap hari dan berkoordinasi dengan setiap 
Polsekta di Makassar. Patroli ini dilakukan di tempat-tempat yang 
dianggap rawan terjadinya suatu tindak pidana pencurian, salah 
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satunya adalah pusat-pusat perbelanjaan. Juga membentuk system 
keamanan lingkungan yang efektif dibawah koordinasi kepolisian, 
guna menangkal kejahatan dan menjaga keamanan dan ketertiban 
masyarakat. 
Menurut hasil wawancara, bahwa dengan adanya kegiatan rutin 
patroli oleh petugas kepolisian, diharapkan dapat mencegah dan 
mengontrol terjadinya suatu kejahatan, serta membuat seseorang 
secara langsung akan merasa takut untuk melakukan suatu tindak 
pidana atau kejahatan karena selalu ada petugas yang melakukan 
patroli. 
b. Mengadakan Sosialisasi dan Penyuluhan Hukum 
Upaya sosialisasi dan penyuluhan hukum sangatlah penting 
dilakukan, mengingat bahwa pelaku kejahatan khususnya tindak 
pidana pencurian yang dilakukan oleh Ibu Rumah Tangga, 
berdasarkan data yang diperoleh oleh penulis, memiliki tingkat 
pendidikan yang rendah. Dalam artian masih sangat kurangnya 
pemahaman dan kesadaran mengenai hukum. Sehingga dengan 
adanya kegiatan sosialisasi dan penyuluhan diharapkan mereka 
dapat memahami dan menyadari, bahwa pencurian itu merupakan 
perbuatan melanggar hukum serta sangat merugikan masyarakat, 
yang diancam dengan sanksi pidana yang telah dirumuskan di 
dalam Undang-undang. Sosialisasi dapat berupa memasang 
spanduk di tempat-tempat strategis dan meyebarkan brosur-brosur 
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kepada masyarakat. Penyuluhan dapat dilakukan melalui 
kerjasama kepolisian dengan lembaga-lembaga masyarakat dan 
pemerintah yang sasaran utamanya ialah orang-orang yang kurang 
mendapatkan pendidikan ataupun pengetahuannya mengenai 
hukum. 
2. Upaya Represif 
Upaya represif adalah upaya penanggulangan kejahatan secara 
konsepsional yang ditempuh setelah terjadinya kejahatan. 
Penanggulangan dengan upaya represif dimaksudkan untuk menindak 
para pelaku kejahatan atau tindak pidana dengan perbuatannya serta 
memperbaikinya kembali agar mereka para pelaku sadar bahwa 
perbuatan yang mereka lakukan adalah perbuatan melanggar hukum 
dan dapat merugikan masyarakat, sehingga pelaku tidak 
mengulanginya. 
 Dari pihak Polrestabes Makassar 
Menurut hasil wawancara penulis dengan Brig.Pol Wahyudin RPN 
(tanggal 28 Januari 2014), selain tindakan preventif, ada juga tindakan 
represif yang dilakukan oleh pihak kepolisian, yaitu : 
a. Penindakan 
Penindakan ini berupa penerimaan laporan, melakukan 
penyelidikan dan penyidikan, dan terakhir adalah pemberian 
sanksi pidana. 
b. Pembinaan 
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Setelah pelaku tindak pidana dinyatakan bersalah dan telah 
dijatuhi sanksi pidana berupa hukuman penjara, maka 
tersangka akan dimasukkan ke Lembaga Pemasyarakatan atau 
Rumah Tahanan untuk kemudian dilakukan pembinaan 
terhadapnya. 
 Dari pihak Lembaga Pemasyarakatan 
Selain wawancara dengan pihak kepolisian, penulis juga 
melakukan wawancara dengan pihak Lembaga Pemasyarakatan 
Wanita Klas IIA Sungguminasa. Lembaga Pemasyarakatan 
merupakan wadah pembinaan bagi narapidana agar dapat kembali 
menjalani hidup yang baik dan tidak mengulangi lagi kejahatan yang 
pernah dilakukannya. Pembinaan narapidana sangat berperan dalam 
upaya untuk memulihkan narapidana kembali kepada fitrahnya dalam 
hubungan manusia dengan Tuhannya, manusia dengan pribadinya, 
manusia dengan sesamanya, dan manusia dengan lingkungannya. 
Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) merupakan tempat 
pembinaan terhadap narapidana. Tujuannya untuk mengembalikan 
narapidana menjadi warga negara yang baik dan melindungi 
masyarakat terhadap kemungkinan diulangnya tindak pidana oleh 
narapidana. Dalam sistem pemasyarakatan, narapidana berhak 
mendapat pembinaan rohani dan jasmani, serta dijamin hak-haknya. 
Untuk melaksanakannya diperlukan juga keikutsertaan masyarakat, 
baik dengan mengadakan kerja sama dalam pembinaan maupun 
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dengan sikap bersedia menerima kembali narapidana yang telah 
selesai menjalani pidananya.  
Wawancara dengan pihak Lembaga Pemasyarakatan Wanita 
Klas IIA Sungguminasa diwakili oleh Kepala Seksi BINADIK 
(Pembinaan Narapidana dan Anak Didik), Ibu Nurmia A, Md. IP. SH 
(tanggal 30 Januari 2014) dikatakan bahwa upaya untuk mencegah 
para pelaku tindak pidana mengulangi perbuatannya setelah masa 
hukumannya habis, maka selama berada di Lembaga 
Pemasyarakatan diberikan pembinaan-pembinaan.  
Adapun pembinaan-pembinaannya, antara lain : 
a. Pembinaan Keagamaan 
Pembinaan keagamaan ini bertujuan untuk memperteguh iman 
seseorang. Kegiatannya yaitu berupa pelajaran sholat, membaca 
Al-Qur’an, dan baca tulis Arab yang dilaksanakan setiap hari. 
Adapun penyuluhan-penyuluhan agama yang diselenggarakan atas 
kerjasama pihak Lembaga Pemasyarakatan dengan pihak 
Departemen Agama. Dan juga bagi narapidana yang beragama 
nasrani dari gereja. 
b. Pembinaan Kepribadian 
Pembinaan kepribadian diarahkan pada pembinaan mental dan 
watak narapidana berupa pembinaan kesadaran beragama, 
pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara, pembinaan 
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kemampuan intelektual, dan pembinaan kesadaran hukum. 
Pembinaan kepribadian ini bertujuan agar narapidana tidak 
mengulangi kembali perbuatannya dan dapat kembali menjadi 
manusia seutuhnya yang bertaqwa dan bertanggung jawab kepada 
diri sendiri, keluarga dan masyarakat. 
c. Pembinaan Kemandirian 
Pembinaan kemandirian diarahkan kepada pembinaan bakat dan 
keterampilan narapidana sehingga dapat kembali berperan sebagai 
anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab. Perlu 
ditegaskan bahwa narapidana bukanlah sampah masyarakat yang 
harus dicampakkan dan dimusnahkan, melainkan narapidana juga 
adalah warga negara, warga masyarakat yang tetap mempunyai 
hak-hak, sehingga perlu diberikan pembinaan ataupun 
keterampilan yang dapat menjadikan mereka sebagai manusia-
manusia yang memiliki potensi diri, memiliki sumber daya yang 
dapat mengisi pembangunan bangsa dan negara. Pembinaan 
kemandirian ini berupa keterampilan untuk mendukung usaha-
usaha mandiri, keterampilan yang dikembangkan sesuai dengan 
bakat masing-masing, dan keterampilan mengembangkan usaha-
usaha kecil.  
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BAB V 
PENUTUP 
 
A. Kesimpulan 
1. Faktor-faktor yang menyebabkan Ibu Rumah Tangga melakukan 
tindak pidana pencurian di Makassar adalah : 
a. Faktor ekonomi yang lemah, ditambah dengan status pernikahan 
yang telah dialami, sehingga lebih menyebabkan kesulitan ekonomi 
bagi Ibu Rumah tangga di Kota Makassar. 
b. Faktor Pendidikan, pendidikan yang rendah juga salah satu faktor 
ibu rumah tangga menjadi pelaku tindak pidana pencurian di 
Makassar, kurangnya ilmu pendidikan sehingga berakibat pada 
kurangnya pengalaman kerja, sehingga pekerjaan instant banyak 
menjadi pilihan dalam memenuhi kebutuhan hidup, seperti mencuri. 
c. Faktor Lingkungan, lingkungan dapat berpengaruh bagi tingkah 
laku dan pembentukan karakter seseorang. Jika lingkungannya 
baik, maka seseorangpun akan menjadi baik. Sebaliknya jika 
lingkungannya dipenuhi oleh orang-orang jahat, maka seseorang 
itu akan mudah terpengaruh untuk melakukan kejahatan pula. 
2. Upaya-upaya yang dilakukan pihak yang bersangkutan dalam 
menanggulangi tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Ibu 
Rumah Tangga di Makassar adalah : 
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a. Upaya Preventif, berupa melakukan kegiatan patroli rutin, 
melakukan sosialisasi dan penyuluhan hukum oleh pihak 
kepolisian. 
b. Upaya Represif, dari pihak kepolisian melakukan penindakan dan 
pembinaan. Sedangkan menurut pihak Lembaga Pemasyarakatan 
melakukan pembinaan-pembinaan berupa pembinaan keagamaan, 
pembinaan kepribadian, dan pembinaan kemandirian. 
 
B. Saran 
1. Dalam menanggulangi dan mencegah terjadinya tindak pidana 
pencurian yang dilakukan oleh Ibu Rumah Tangga tidak lepas dari 
peran penting dari aparat penegak hukum dan pemerintah setempat 
agar dapat bekerjasama dalam memaksimalkan fungsi masyarakat 
khususnya Ibu Rumah Tangga yang cerdas dan mandiri. Yang 
dimana kita ketahui bahwa peran dari seorang Ibu Rumah Tangga 
dalam keluarga adalah sebagai istri, ibu, pengurus rumah tangga, 
sebagai pengasuh, pelindung dan pendidik anak-anaknya yang kelak 
menjadi generasi penerus, serta sebagai salah satu kelompok dari 
peranan sosialnya dan sebagai anggota masyarakat dari 
lingkungannya. Selain itu sangat perlu juga untuk menumbuhkan 
kesadaran hukumnya. Dalam hal ini diharapkan pemerintah setempat 
bekerjasama dengan aparat penegak hukum untuk melakukan 
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kegiatan-kegiatan untuk menambah nilai positif pada masyarakat 
khususnya Ibu Rumah Tangga. Kegiatan-kegiatan ini dapat berupa : 
 Penyuluhan hukum dan penyuluhan keagamaan/Majelis Ta’lim 
di tiap RT,RW, dan Kelurahan. 
 Selanjutnya menggalakkan program PKK (Pembinaan 
Kesejahteraan Keluarga) agar Ibu Rumah Tangga diberi 
kesibukan dengan pelatihan keterampilan sehingga dapat 
menjadi modal kerja dan memiliki penghasilan walau telah 
berstatus janda. 
2. Peran kepolisian sebagai mitra masyarakat dalam konteks 
pencegahan dan pemberantasan masyarakat harus senantiasa 
ditingkatkan dengan program-program yang langsung terjun ke dalam 
masyarakat, untuk menjalin suatu kesinambungan  kerjasama yang 
harmonis demi mencapai keamanan, ketertiban dan kesejahteraan 
sosial  di  dalam masyarakat. Dalam hal ini juga sangat diperlukan 
peran aktif masyarakat dan tokoh masyarakat dalam memberikan 
pemahaman mengenai dampak kejahatan dari sudut agama, moral 
etika dan dampak yang akan ditimbulkan. 
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